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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah  

Terbitnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi angin segar 

bagi pembangunan khususnya wilayah desa di Indonesia. Kehadiran undang-

undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai 

pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan 

masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa (Kumalasari dan Riharjo, 2016: 

2). Salah satu isi dalam undang-undang tersebut memuat tentang dana desa yang 

bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah 

desa diberi kewenangan untuk   mengatur tata kelola pemerintahan dan 

pembangunannya secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

desanya. 

 Pengelolaan dana transfer dari APBN tidak hanya sebatas provinsi dan 

kota/kabupaten, tetapi sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, setiap 

desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber, alokasi dana 

transfer baik dari APBN maupun yang berasal dari alokasi dana kota/kabupaten. 

Pengucuran anggaran akan berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan 

dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut 

(Riyanto et al., 2016: 72). Anggaran yang diberikan untuk dana desa sangatlah 

bervariasi, dimana pemberian dana tersebut melihat dari luas wilayah desa dan 

banyaknya jumlah penduduk. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 
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Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 Huruf b, salah satu sumber pendapatan Desa berasal 

dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Setiap desa diberi 

kewenangan untuk mengatur dan menggunakan dana desa dalam pengelolaan 

dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. 

 Meningkatnya jumlah dana desa yang diterima oleh pemerintah desa ini 

juga mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang 

khawatir tentang dana desa yang berpotensi untuk diselewengkan mengingat 

jumlahnya yang cukup besar. Selain besarnya potensi dana desa  untuk 

diselewengkan, pemerintah desa juga memiliki berbagai keterbatasan yang dapat 

mempengaruhi kualitas pengelolaan anggaran yang dimiliki oleh setiap desa.  

Wasistiono dan  Irwan (2006: 96) dalam Triadnan (2017) menyatakan 

bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh  pemerintahan desa pada umumnya, 

yaitu: pertama kualitas sumber daya aparatur yang  dimiliki desa pada umumnya 

masih rendah, kedua belum sempurnanya kebijakan  pengaturan tentang 

organisasi pemerintah desa, seakan dikeluarkan beberapa  peraturan pemerintah 

No. 72 Tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa  aturan pelaksana 

baik sebagai pedoman maupun sebaga operasional, dan ketiga rendahnya 

kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada  kurangnya 

sinkronisasi dan output (hasil atau keluaran) implementasi kebijakan dengan 

kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. Rendahnya 

persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa yaitu minimal tamatan 

SMP (sekolah menengah pertama) juga masih mengundang banyak pertanyaan 
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mengenai kemampuan untuk mengolala dana desa dengan kompleksitas aturan 

yang harus dipenuhi.  

Indonesian corruption watch  dalam halaman berita ccnindonesia.com 

mencatat  jumlah Kepala Desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut naik. 

Catatan mereka, sebanyak 214 Kepala Desa tersangkut kasus korupsi selama 

periode tersebut. Rinciannya adalah: 15 Kepala Desa terjerat pada 2015, 

61 terjerat pada 2016, 66  terjerat pada 2017, dan 89 lainnya terjerat pada 2018. 

Berdasarkan data tersebut kita dapat melihat bahwa setiap tahun jumlah Kepala 

Desa yang tejerat kasus korupsi mengalami peningkatan yang cukup signfikan dan 

ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. 

Ada beberapa modus yang digunakan baik oleh Kepala Desa dalam 

melakukan korupsi dana desa diantaranya melalui proyek fiktif yaitu dengan cara 

memasukkan suatu anggaran untuk membiyai proyek yang sebearnya tidak pernah 

ada. Mark up anggaran juga sering digunakan oleh para Kepala Desa untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. Selain dua modus tersebut masih banyak lagi 

modus yang digunakan untuk mengkorupsi dana desa contohnya dengan modus 

double budget, yaitu dengan memasukkan anggaran untuk suatu proyek yang 

pengerjaannya telah selesai pengerjaannya.  

Meminimalisir potensi terjadinya penyelewengan terhadap pengelolaan 

dana desa maka masyarakat harus ikut berperan aktif dalam melakukan 

pengawasan dana desa. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi melakukan 

pengawasan dana desa dengan meminta informasi tentang anggaran pendapatan 

dan belanja desa (APBDes) serta melakukan pengawasan terhadap proyek yang 
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dilaksanakan oleh pemerintah desa mulai dari proses perencanaan sampai pada 

tahap pengerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 

Pasal 68 Ayat 1 Huruf a. 

Pelaksanaan kegiatan pemerintah di tingkat desa sangat dibutuhkan 

terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti 

yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 tentang pengelolaan keuangan desa mengatakan 

bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, 

diharapkan pemerintah desa dapat mengelola dana desa tersebut sesuai dengan 

regulasi yang telah ada dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan secara 

akuntabel sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat 

tercapai. 

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 24 

huruf g di jelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas 

akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada 

level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam 

memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal 

yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut (Wicaksono, 2015). 

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai control structural untuk menjamin bahwa 

dana desa telah di kelola melalui proses administrasi yang benar sesuai dengan 

undang-undang sehingga penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan. Namun 
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dengan adanya aturan yang mengharuskan keuangan desa di kelola dengan asas 

transparan, akuntabel dan partisipatif tidak serta merta membuat dana desa aman 

dari perilaku koruptif. Permasalahan ini membuktikan bahwa pendekatan hukum 

tidak selamanya efektif untuk korupsi. Salah satu alternatif selain dengan 

menggunakan pendekatan hukum melalui undang-undang, pendekatan spiritual 

dapat dijadikan sebagai alternative pencegahan perilaku korupsi. 

Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia 

sebagaipemegang amanah, bukan sebagaipemegang kuasa penuh yang 

mengaturdunia (Kalbarini dan Suprayogi, 2014: 507).Muindro (2013) dalam 

Sholehah (2019: 218) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai 

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban. 

Amanah dalam konteks ekonomi menyatakan bahwa segala sumber daya 

milik Allah dan manusia adalah seseorang yang diberi amanah untuk menyebar 

misi sakral yang ditugaskan kepadanya (Kalbarini dan Suprayogi, 2014: 507). 

Pada dasarnya amanah merupakan  sebuah konsep yang diturunkan dari sebuah 

premis yang menyatakan bahwa manusia diturunkan ke bumi sebagai 

khalifatullah fil ardh (wakil Allah di bumi) sebagaimana firman Allah berikut ini: 

مَاءَ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلََئِكَةِ إنِ يِ جَاعِلٌ فيِ الْْرَْضِ خَلِيفَةً ۖ قاَلوُا أتَجَْعلَُ فِيهَا مَنْ يفُْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِ وَإِذْ  كُ الد ِ

سُ لكََ ۖ قاَلَ إنِ يِ أعَْلَمُ مَا لََ تعَْلَمُونَ   وَنحَْنُ نسَُب حُِ بحَِمْدِكَ وَنقَُد ِ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 
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Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah : 30). 
 

لََ يزَِيدُ الْكَافرِِينَ كفُْرُهُمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ إلََِّ هُوَ الَّذِي جَعلََكمُْ خَلََئفَِ فيِ الْْرَْضِ ۚ فَمَنْ كَفرََ فَعلَيَْهِ كفُْرُهُ ۖ وَ 

 مَقْتاً ۖ وَلََ يزَِيدُ الْكَافرِِينَ كفُْرُهُمْ إلََِّ خَسَارًا

Artinya: Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. 

Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya 

sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan 

menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang 

kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka (QS. 

Fatir: 39). 

 

Kata khalifah ini memberikan suatu pengertian bahwa seseorang yang 

telah diangkat sebagai khalifah akan mengemban suatu amanah yang harus 

dilakukan sesuai dengan keniginan pengutusnya (Triyuwono, 1997: 19). Prinsip 

amanah dapat di jadikan sebagai alat untuk mendesain akuntabilitas pemerintahan 

desa yang tidak hanya bernuansa humanis tetapi juga transendental.Secara praksis 

amanah bukanlah merupakan suatu muamalah yang mudah untuk dijalankan 

karena mengandung unsur kewajiban yang pada akhirnya harus di 

pertanggungjawabkan pada sang pemberi amanah. Pihak yang mendapat amanah 

tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia 

memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan 

memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah (Iwan 

Triyuwono, 2006: 208). 

Penelitian Amerieska (2015) yang dilakukan pada konteks organisasi 

sektor publik (desa) yang masuk dalam kategori pemerintah daerah lingkup mikro 

yang dilakukan untuk mengkaji bentuk akuntabilitas yang dihasilkan untuk 

stakeholders dalam berbagai dimensi akuntabilitas. Akhir dari penelitian ini 
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menghasilkan kesimpulan bahwa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa  

ternyata masih terdapat superiortas akuntabilitas yang  berpusat pada manusia, hal 

ini dilihat dari tingkatan akuntabilitas yang mana tingkatan pertama ditujukan 

pada dewan pengawas BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Tingkatan kedua, 

akuntabilitas manajemen diarahkan pada pemerintah kabupaten.Sedangkan pada 

tingkatan tiga, akuntabilitas manajemen berupa pertangungjawaban kepada 

Tuhan.Kemudian program-program yang dijalankan pada aktivitas pengelolaan 

keuangan dan aset desa masih mengedepankan program yang bersifat kebutuhan 

ekonomi dan sosial (akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas sosial). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Akuntabilitas merupakan asas yang digunakan sebagai tolak ukur 

pertanggungjawaban bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk 

pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan.Namun kewajiban tersebut belum sepenuhnya efektif untuk 

mencegah perilaku korupsi dalam lingkup pemerintah desa sehingga dibutuhkan 

konsep akuntabilitas alternatif sebagai solusi permasalahan tersebut.Maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “bagaimana konsep 

akuntabilitas dalam perspektif prinsip amanah yang di terapkan oleh pemerintah 

Desa Cenning di Kabupaten Luwu Utara”.  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, 

maka tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsep 
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akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif prinsip amanah yang 

terapkan oleh pemerintah desa di Kabupaten Luwu Utara. 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

manfaat untuk: 

1.4.1. Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang penerapan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan khususnya bagi pemerintah 

desa.penelitian ini diharapkan dapat memperkaya rujukan bagi penelitian 

selanjutnya yang relevan dengan bidang ini. 

1.4.2. Manfaat praktis  

Manfaat praktis bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan 

undang-undang dan syariat Islam. Pemerintah desa dalam mengelola dana desa 

dapat mengetahui hal yang mesti dilakukan dan tidak mesti dilakukan dalam 

mengelola dana desa karena akan dimintai pertanggungjawabannya tidak hanya 

oleh inspektorat dan masyarakat tetapi juga oleh tuhan di akhirat kelak. 

1.4.3. Manfaat kebijakan  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan bagi pemeritah desa mengenai hal apa saja yang perlu diperhatikan 

sebelum mengambil keputusan dalam mengelola dana desa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Syari’ah Enterprise Theory (SET)  

Syari’ah enterprise theory (SET) merupakan teori yang di kembangkan dari teori 

sebelumnya yaitu enterprise theory. Enterprise theory menjelaskan bahwa 

akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat 

(Harahap, 1997) dalam (Triyuwono, 2006: 354).Enterprise theory di pilih sebagai 

konsep teoritis akuntansi syariah karena teori ini mengandung nilai keadilan, 

kebenaran, kejujuran, amanah dan pertanggungjawaban yang memiliki nilai yang 

sama dengan akuntansi syariah. Syari’ah enterprise theory merupakan teori yang 

di kembangkan  darienterprise theory oleh Triyuwono, Harahap dan Slamet pada 

awal tahun 2000-an dengan menginternalisasikan nilai ketauhidan yang 

menempatkan Allah sebagai pemilik dan pencipta alam semesta. Syari’ah 

enterprise theory menempatkan Allah sebagai pemilik tunggal segala sesuatu 

yang di dunia dengan demikian manusia hanyalah sebagai pemegang amanah atas 

segala sumber daya yang ada. 

 Menurut Triyuwono (2006: 356) sumber daya yang dimiliki oleh para 

stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat 

sebuah tanggung-jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang 

ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Islam memiliki pandangan bahwa 

manusia diberi hak untuk menggunakan segala sumber daya yang ada di bumi 



10 
 

 
 

dengan sebaik-baiknya untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya seperti yang 

difirmankan oleh Allah: 

  النُّشُورُ هُوَ الَّذِي جَعلََ لَكمُُ الْْرَْضَ ذلَوُلًَ فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبِهَا وَكلُوُا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإلِيَْهِ 

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, 

maka jelajahi lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-

Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 

(QS. Al-Mulk: 15). 

 

 Slamet (2001: 268) dalam Triyuwono (2006) menyatakan bahwa dalam 

pandangan shari’ah enterprise theory, stakeholderssebagai khalifah Allah diberi 

amanah untuk mengolah sumber daya dan mendistribusikannya pada seluruh 

makhluk di muka bumi ini secara adil. Kekuasaan atas segala sumber daya yang 

ada di dunia adalah sepenuhnya milik Allah dan manusia hanya sebagai 

pengemban amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai 

dengan firman Allah SWT: 

َّبِعِ الْهَوَىٰ فيَضُِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعلَْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ  ِ وَلََ تتَ الْْرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق 

ِ لَهُمْ عَذاَبٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ  ِ ۚ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللََّّ  اللََّّ

Artinya: “wahai Daud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah 

(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan 

menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat di 

jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan.”(QS. Sad: 26). 

 

Manusia sebagai khalifatullah fil ardh mengemban sebuah misi untuk 

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi manusia dan alam.Menurut 

Triyuwono (2006: 358) pada prinsipnya shari’ah enterprise theory memberikan 

bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertical) yang kemudian 

dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia 

dan lingkungan alam. Pertanggunjawaban yang paling utama dalam syari’ah 
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enterprise theory adalah pertanggungjawaban kepada Allah sebagai pemilik 

mutlak yang menjadi sumber amanah utama bagi manusia dalam menjalankan 

tugas sebagai khalifatullah fil ardh.Konsekuensi dari adanya pengakuan tersebut 

maka segala tindakan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan 

sunnatullah atau dengan kata lain segalanya harus berdasarkan hukum yang telah 

ditetapkan oleh Allah.  

Pertanggungjawaban lain dalam syari’ah enterprise theory  adalah 

pertanggungjawaban kepada manusia sebagai stakeholders atau dengan kata lain 

sebagai pamangku kepentingan. Lebih spesifik yang dimaksud sebagai 

stakeholders atau pemangku kepentingan adalah masyarakat yang ada di dalam 

wilayah suatu desa yang terdampak langsung oleh kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 

1 Huruf a bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi 

dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa.  

Alam merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari segala aktivitas 

manusia yang telah menyediakan sumber energi untuk mendukung 

keberlangsungan hidup manusia.  Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di 

atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan 

menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan 

menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya (Triyuwono, 2006: 

413). Wujud pertanggungjawaban tersebut direalisasikan tidak sama dengan 
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pertanggungjawaban terhadap manusia melainkan dalam bentuk kepedulian yang 

dilakukan oleh manusia dengan cara merawat alam, karena ketika ekosistem alam 

mulai terganggu maka manusia pun juga akan ikut terdampak.  

Konsep yang dimuat dalam syari’ah enterprise theory memberikan warna 

dan bentuk yang bentuk kontras dengan konsep akuntansi modern yang 

menempatkan manusia sebagai pusat.Secara singkat dapat di pahami bahwa dalam 

syari’ah enterprise theory, Allah adalah pusat segala sesuatu yang menjadi tempat 

kembalinya manusia, sedangkan manusia diposisikan hanya sebagai khalifatullah 

fil ardh yang mengemban amanah sebagi wakil Allah untuk mendistribusikan 

kesejahteraan bagi manusia dan alam. 

 

2.2. Prinsip Amanah  

Amanah merupakan salah satu bentuk pengejawantahan ketaatan manusia dalam 

menjalankan syariat Islam yang melibatkan dimensi vertikal yaitu 

pertanggungjawaban kepada Allah dan dimensi horizontal yaitu 

pertanggungjawaban terhadap sesama manusia dan lingkungan.Pernyataan 

tersebut berdasarkan sebuah premis dalam Islam yang menyatakan bahwa 

manusia diturunkan oleh Allah ke dunia sebagai wakil-Nya (khalifatullah fil ardh) 

dalam rangka mengemban sebuah misi untuk menjadi rahmat bagi semestas alam 

(rahmatan lil alamin).Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah yang 

mengatakan: 

 وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلََِّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 
Artinya: “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya: 107). 
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Khalifatullah fil ardh merupakan predikat yang diberikan kepada manusia 

sebagai utusan Allah di muka bumi  dalam mengemban sebuah amanah untuk  

menyebarkan kesejahteraan bagi manusia dalam alam. Istilah amanah di kalangan 

masyarakat khususnya masyarakat muslim merupakan suatu istilah yang tidak 

asing lagi dan sering dikaitkan dengan makna kepercayaan. Kepercayaan yang di 

maksud adalah sebuah tanggung jawab atau titipan yang di percayakan kepada 

seseorang untuk dijaga dan digunakan sebaik-baiknya yang kelak akan 

dikembalikan dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah tersebut.  

 Amanah yang diberikan kepada manusia untuk dijalankan terdapat banyak 

macamnya.Amanah fitrahyaitu amanah yang diterima manusia sejak berada dalam 

kandungan untuk mengakui Allah sebagai pencipta, pemelihara dan pemberi 

petunjuk. Amanah dinyaitu perintah untuk tunduk dan menjalankan segala yang 

diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Amanah hukum 

merupakan amanah untuk senantiasa berbuat adil sesuai dengan hukum Allah 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkup pribadi ataupun lingkup sosial 

kenegaraan.Amanah ekonomi yaitu menegakkan dan menjalankan hukum Allah 

dalam bidang muamalah.Amanah untuk berdakwah merupakan perintah untuk 

menjalankan syariat Islam serta menyeru kepada kebaikan dan menjauhi 

keburukan. 

Jabatan politik seperti Kepala Desa, Bupati, Gubernur atau Presiden, 

amanah dikaitkan dengan tanggung jawab seorang pemimpin untuk berkewajiban 

secara konstitusional berbuat adil kepada seluruh rakyat.Hakikat tanggungjawab 

tersebut tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga ditujukan kepada Allah 
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sebagai sumber datangnya amanah tersebut.Pertanggungjawaban kepada Allah 

merupakan pertanggungjawaban yang hakiki namun seringkali dilupakan.Dapat 

dibuktikan dengan maraknya kejadian kasus korupsi yang melibatkan para pejabat 

di negeri ini. Allah merupakan sumber segala sesuatu baik yang ada di bumi 

maupun di langit termasuk juga amanah sesuai dengan firman Allah: 

ِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالَْْ  كِنَّ أكَْثرََهُمْ لََ يَعْلَمُونَ ألَََ إنَِّ لِِلَّّ
ِ حَقٌّ وَلَٰ رْضِ ۗ ألَََ إِنَّ وَعْدَ اللََّّ  

Artinya: Ketahuilah sesungguhnya milik Allahlah apa yang ada di langit 

dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar?Tetapi  kebanyakan mereka 

tidak mengetahui. (QS. Yunus: 55). 

 

Firman Allah yang ada di atas merupakan konsep dasar dalam akuntansi 

syariah khususnya dalam prinsip amanah yang memberikan pemahaman kepada 

kita bahwa langit, bumi dan seisinya adalah kepunyaan Allah sepenuhnya. Jadi 

pemahaman yang muncul sewajarnya adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh 

manusia merupakan amanah dari Allah, tidak ada kepemilikan mutlak oleh 

manusia maka dariitu sudah seharusnya amanah itu dijalankan sesuai dengan 

konsep yang ditentukan oleh sang pemberi amanah tersebut. Amanah merupakan 

sebuah realitas yang terkonstruksi secara ilahi, sedangkan manusia di bumi 

mewujudkan manifestasi tersebut kepada seluruh alam dengan amalannya 

(Kusdewanti dan Hatimah, 2016: 234). 

Triyuwono (2006: 2080) mengatakan dalam metafora amanah ini ada tiga 

bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu: pemberi amanah, penerima 

amanah, dan amanah itu sendiri pemberi amanah, dalam hal ini, adalah Tuhan 

Sang Pencipta Alam Semesta. Dengan kekuasaanya yang Maha besar, Allah 

menciptakan manusia sebagai wakilnya di bumi (Khalifatullah fil Ardh).Manusia 

sebagai penerima amanah berkewajiban untuk menjaga dan menjalankan amanah 
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tersebut secara adil sesuai keinginan pemberi amanah untuk menjadi rahmat bagi 

semesta alam. 

Pengaplikasian konsep amanah tidaklah semudah yang dipikirkan karena 

dibutuhkan suatu komitmen yang kuat untuk menjalankan kewajiban tersebut 

sesuai dengan keinginan Allah sebagai sumber amanah.Secara khusus Allah 

mengatakan betapa amanah itu bukanlah sesuatu yang ringan untuk dipikul oleh 

manusia. Allah SWT berfirman: 

وَحَمَلَهَا  إنَِّا عَرَضْنَا الْْمََانَةَ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِبَالِ فَأبََيْنَ أنَْ يَحْمِلْنَهَا وَأشَْفقَْنَ مِنْهَا
نْسَانُ ۖ إنَِّهُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولًَ   الِْْ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, 

bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, lalu 

dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim 

dan sangat bodoh.” (QS. Al-Ahzab: 72). 
 

 

Ayat di atas telah menggambarkan betapa amanah itu sangat berat untuk 

dipikul sehingga langi, bumi dan gunung menolaknya.Namun, bukanlah sesuatu 

yang mustahil untuk menjalankan amanah tersebut karena Allah telah 

menganugerahkan potensi kepada manusia berupa akal.Akal manusia dapat 

membedakan perbuatan baik dan buruk agar manusia dapat terhindar dari 

perbuatan merusak dan merugikan. Akal yang  dianugerahkan dapat menyerap 

berbagai ilmu pengetahuan dan menggunakannya untuk memecahkan berbagai 

permasalahan yang dihadapinya. Potensi yang dianugerahkan Allah kepada 

manusia untuk menjalankan amanah tersebut adalah dalam rangka pengabdian 

seorang hamba kepada Tuhannya seperti firman Allah dalam Al-Qur’an: 

نْسَ إلََِّ لِيَعْبدُُونِ   وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِْْ
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 

kepadaku. (QS. Az-Zariyat: 56). 
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Amanah dapat menjadi cerminan moral dan etika bagi seseorang yang 

dinilai dari kemampuannya dalam memikul tanggung jawab serta dapat 

dipercaya.Negara atau sistem pemerintahan dapat terus eksis karena kemampuan 

pemimipinnya menjaga amanah politik yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya 

sehingga sangat penting prinsip amanah ini utnuk diterapkan dalam setiap aspek 

kehidupan khususnya dalam kepemimpinan.Ada beberapa indikator yang dapat 

digunakan sebagai parameter bagi seorang pemimpin dapat dikatakan amanah 

yaitu memiliki komitmen yang kuat, jujur, menepati janji dan memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap tugas dimiliki. 

Amanah merupakan konsep terletak pada dua hal, yaitu pembebanan tugas 

dan kualitas individu.Pertama, amanah didefinisikan sebagai beban tugas yang 

diberikan untuk dilaksanakan.Tugas ini dapat berasal dari manusia ataupun tugas 

agama (dari Allah atau Rasul).Setiap tugas yang diberikan adalah amanah, artinya 

tugas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan perintah. Apabila tugas tidak 

dilaksanakan akan memiliki konsekuensi, yaitu apabila dilaksanakan akan 

memperoleh imbalan dan apabila tidak dilaksanakan akan memperoleh sanksi. 

Kedua, amanah dimaknai sebagai kualitas individu berarti amanah sebagai sifat 

baik yang harus dimiliki oleh setiap muslim, seperti bertanggung jawab, jujur, 

melaksanakan janji (Agung dan Husni, 2016). 

 

2.3. Akuntabilitas  

Gray et al. (1996) dalam Kholmi (2010: 360) menyatakan bahwa dalam disiplin 

akuntansi, akuntabilitas berarti tugas untuk menyediakan informasi (termasuk di 

dalamnya adalah informasi keuangan) atau kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan 
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dari sebuah aktivitas yang menjadi tanggung jawab dari sebuah organisasi atau 

perusahaan. Dalam lingkup organisasi sektor publik, akuntabilitas merupakan alat 

yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun 

eksternal sebagai dasar penilaian dan evaluasi atas segala keputusan ekonomi, 

sosial dan politik yang dijalankan dalam rangka  pengendalian organisasi. Konsep 

akuntabilitas secara khusus membahas tentang kemampuan organisasi untuk 

memberikan penjelasan kepada pihak yang berkepentingan atas segala tindakan 

yang telah dilakukan organisasi tersebut serta digunakan untuk mengawasi pejabat 

publik agar tindakan mereka berjalan sesuai dengan aturan etika dan hukum yang 

berlaku. 

 Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi 

sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di 

tangan rakyat (Sadjiarto, 2000: 141).Sehingga akuntabilitas menjadi konsekuensi 

logis yang wajib dijalankan oleh organisasi sektor publik di Indonesia yang 

menganut sistem demokrasi.Akbar dan (2015: 3) mengatakan akuntabilitas 

merupakan salah satu pilar pengelolaan keuangan negara yang bermuara pada 

kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi anggaran pendapatan dan belanja negara 

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan 

undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran pokoknya adalah 

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian 
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hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap 

terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat 

pelayanan dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam 

mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan 

bernegara (Kumalasari dan Riharjo, 2016: 3). Sebagai salah satu unsur dari good 

governance, peningkatan akuntabilitas jugaberdampak pada usaha 

pemberantasankorupsi (Afriyanti et al., 2015: 22).Akuntabilitas sebuah organisasi 

publik dapat diukur dari sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, 

pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas 

(Wicaksono, 2015). 

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (lihat Astuti dan Yulianto, 2016: 5) 

pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan 

prinsip-prinsip akuntabilitas, yaitu pertama ada komitmen dari pimpinan dan 

seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar 

akuntabel, kedua harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan 

sumber-sumber daya secara  konsisten dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, ketiga dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan, keempat berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta 

hasil dan manfaat yang diperoleh, dan kelima jujur, objektif, transparan, dan 

inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam 

bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan 

laporan akuntabilitas. 
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Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 menyatakan pengelolaan 

keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. Perencanaan yaitu proses penyusunan rencana 

pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa yang 

dilaksanakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang 

melibatkan masyarakat untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 

kebutuhan pembangunan desa. Pelaksanaan yaitu pembangunan desa yang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa 

dengan semangat gotong royong dan dilakukan dengan memanfaatkan kearifan 

lokal dan sumber daya alam desa.Penatausahaan yaitu pencatatan setiap 

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 

tertib yang dilakukan oleh bendahara.Pelaporan yaitu penyampaian laporan 

realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester kepada Bupati/Walikota yang 

dilakukan oleh Kepala Desa. Pertanggungjawaban yaitu penyampaian laporan 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desaterkait  dengan realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang 

terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan 

peraturan desa. 

Akuntabilitas selama ini dipahami hanya terbatas pada penyusunan laporan 

keuangan  bahkan lebih  sempit  lagi  yang hanya  mencakup pertanggungjawaban 

anggaran. Akibatnya, entitas menganggap bahwa kewajiban 

mempertanggungjawabkan kegiatan secara memadai itu hanya sebatas 
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melaporkan penggunaan dananya, tanpa mengevaluasi manfaat dari kegiatan 

tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Afriyanti et al., 2015: 

22). Praktik ini merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi yang mengharapkan 

bahwa setiap dana yang dekeluarkan oleh penyelenggara Negara digunakan 

sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akuntabilitas perspektif teori keagenan 

yang menekankan bahwa pertanggungjawaban agen (manajer) hanya berorientasi 

pada prinsipal (pemilik) semata, semestinya akuntabilitas ditujukan kepada pihak 

yang berkepentingan (interest group) terhadap apa yang dipercayakan keapada 

agen. Seharusnya ada suatu rerangka pikir akuntabilitas yang dapat menjadi 

stimulant bagi individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap 

agama, keyakinan, dan bertanggunggjawab terhadap Tuhan-Nya, sesama manusia, 

serta alam (Masiyah Kholmi, 2010). 

Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia 

sebagaipemegang amanah, bukan sebagaipemegang kuasa penuh yang 

mengaturdunia (Kalbarini dan Suprayogi, 2014: 507).Manusia di muka bumi 

bukan sebagai pemilik mutlak melainkan hanya sebagai penerima amanah untuk 

dijalankan sesuai dengan aturan dari pemberi amanah dan dikenal dengan istilah 

khalifatullah fil ardh. 

 

2.4. Penelitian  Terdahulu  

Penelitian Kholmi (2016) yang berjudul akuntabilitas pengelolaan alokasi dana 

desa studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang 

dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa 

di desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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metode penelitian kualitatif yang menjadikan Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Bendahara, Staf pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa dan kepala 

dusun sebagai informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa di desa Kedungbetik dapat 

dikatakan akuntabel, perencanaan alokasi dana desa didasarkan usulan program 

dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur 

pencairan dan penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan Peraturan Bupati 

Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana 

ADD didasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan alokasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. 

Kendala pengelolaan alokasi dana desa adalah kurangnya pemahaman aparatur 

desa dalam mengimplementasikanya. 

Setiawan et al. (2017) melakukan penelitian dengan judul akuntabilitas 

pengelolaan dana desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang tahun 2015. 

Hasilnya Akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan 

prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal 

maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya 

kesadaran bahwa program yang didanai dari alokasi dana desa harus 

dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya 

Penelitian lain yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa juga telah dilakukan oleh Lestari (2019) yang berjudul Implementasi 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam konsep metafora amanah pada lembaga 

pemerintah desa (studi pada pemerintahan Desa Aikmel Timur Kecamatan 
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Aikmel Lombok Timur). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana implementasi akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam konsep 

metafora amanah di lembaga pemerintahan desa di Aikmel Timur. Hasilnya 

menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 

2014 secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Aikmel Timur sudah 

akuntabel dan amanah pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif 

dalam pembangunan desa. 

Sangki et al. (2017) melakukan penelitian dengan judul penerapan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas dalampengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

desa.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas dalam penegelolaan APBDes di Desa Tandu Kecamatan Lolak 

Kabupaten Bolaang Mongondow.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

adanya keterbukaan/tranparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah 

desa dalam hal ini pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya 

tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. 

Penelitian Triadnan (2017) berjudul akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa di desa sampulungan kecamatan galesong utara kabupaten takalar.Penelitian 

ini bertujuan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa 

Sampulungan berdasarkan akuntabilitas finansial yang berdasarkan data laporan 

realisasi APBDesa tahun 2016.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

akuntabilitas finansial Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa ditinjau 
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dari pertanggungjawaban kepada masyarakat desa belum cukup akuntabel dalam 

hal laporan kepada masyarakat. 

Miftahuddin (2018) dengan penelitiannya yang berjudul akuntabilitas dan 

transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa ( studi kasus : Desa 

Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) dengan tujuan untuk 

menilai akuntabilitas dan transparansipemerintah desa terhadap pengelolaan dana 

desa di desa tersebut.Hasil penelitian ini menunjukan pengelolaan keuangan Dana 

Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan 

perundang  undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi 

yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo menggunakan media 

informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua 

RT dan Kepala Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan 

di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah 

desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa 

masih rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) tentang analisis akuntabilitas 

pengelolaan alokasi dana desa tahun 2015 di Kecamatan Banyudono 

KabupatenBoyolali. Penelitian ini dilakukan pada limabelas desa di wilayah 

Kecamatan Banyudono.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem 

akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara 

teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau 

diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. 
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Penelitian Kumalasari dan Riharjo (2016) dengan judul transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bomo 

Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dilakukannya penlitian 

ini untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah 

desa dalam pengelolaan alokasi dana desa meliputi kegiatanperencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemerintah desa tersebut telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi 

dan akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa. Perencanaan dan 

pelaksanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa secara fisik 

sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi 

administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih 

lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

Dewi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengelolaan dana 

desa terhadap kepuasan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian 

ini dilakukan di Desa Natar  Kecamatan Natar  Kabupaten Lampung Selatan 

untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa tahun 2015 sampai 2018). 

Kesimpulan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa 

terhadap kepuasan masyarakat sudah berjalan cukup efektif dengan terealisasinya 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan tercapainya visi misi desa serta 

keinginan masyarakat yang terwujud. Menurut Islam pengelolan dana terhadap 

kepuasan masyarakat sudah berdasarkan sifat tauladan nabi yaitu siddiq (jujur), 
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fathanah (cerdas), amanah (terpercaya), dan tabliq (transparan) dan juga sudah 

berdasarkan prinsip ekonomi Islam yaitu maslahah dan falah (kesejahteraan).serta 

sudah berdasarkan prinsip ekonomi Islam yaitu Maslahah dan falah dengan 

menjadikan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. 

Penelitian Dinayandra (2017) yang berjudul tinjauan ekonomi islam 

terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan 

Kabupaten Kaur. Salah satu tujuan dilakukannya penelitian ini untuk adalah untuk 

mengetahuitinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam 

pembangunan desa. Hasil penelitian pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan tanggungjawab di tinjau dari ekonomi Islam di 

Desa Sekunyit masih banyak yang belum mengikuti prosedur didalam ekonomi 

pembangunan Islam. 

 

2.5. Kerangka Pikir  

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban atas 

suatu tindakan atau kinerja seorang pemimpin dalam sebuah organisasi kepada 

pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

berupa laporan. Akuntabilitas terkait pengelolaan dana desa bukan hanya 

dilakukan kepada pejabat yang berwenang tetapi juga kepada masyarakat. 

Akuntabilitas berbasis syari’ah enterprise theory ini tidak hanya meliputi 

akuntabilitas yang bersifat humanitas atau pertanggungjawaban terhadap sesama 

manusia tetapi juga melibatkan dimensi spiritual yang melibatkan hubungan 

manusia dan Tuhan.Pengakuan atas dimensi spiritual dalam mengaktualisasikan 

akuntabilitas ini didasari oleh sebuah premis yang menyatakan bahwa segala 
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aktivitas yang dilakukan oleh manusia merupakan suatu bentuk ibadah dan amal 

kepada Allah. 

Kerangka pikir akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Luwu 

Utara dalam perspektif prinsip amanah digambarkan dalam bagan kerangka pikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa ini dilakukan di 

Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan kegiatan 

penilitian ini dilakukan mulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 

2020. 

 

3.2. Jenis dan Paradigma Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. 

Moleong (2013: 6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh  subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara 

holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata–kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa 

uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat 

diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh 

dan komprehensif.Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa berupa 

kata-kata dalam bentuk tertulis atau lisan yang berasal dari orang-orang yang 

diamati. 

 Paradigma menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2013: 49) 

merupakan kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, 
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konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan paradigma kritis sebagai landasan pijakan 

penelitiannya yang telah diperluas dengan pendekatan spritual. Paradigm kritis 

memberikan pandangan yang lebih luas dalam mengeksplorasi aspek lain yang 

ikut bereperan atas sebuah peristiwa. Paradigm kritis tidak hanya ingin 

menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan dan menata realitas sosial tapi 

juga bahwa ingin membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada serta 

menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku, 

tetapi untuk membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada dalam pembebasan 

manusia dari segala belenggu penghisapan dan penindasan (Muslim, 2018: 79). 

 

3.3.  Situs dan Informan Penelitian  

Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang 

sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti.Dalam penelitian ini peneliti menetapkan Kecamatan 

Malangke dan Malangke Barat sebagai situs dalam penelitian ini. Wilayah 

Malangke dipilih sebagai tempat dilakukannya penelitian atas dasar pertimbangan 

bahwa Malangke merupakan salah satu pintu masuknya ajaran islam di wilayah 

kerajaan Luwu pada masa lalu. Hal ini sesuai dengan tema penelitian yang akan 

dilakukuan yaitu untuk meneliti sejauh mana prinsip amanah yang diserap dari 

ajaran islam telah diaktualisasikan dalam pengelolaah dana desa. Selain itu, 

minimnya keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijakan pembangunan 

menjadi pertimbangan tersendiri bagi peneliti untuk memilih desa tersebut sebagai 

situs penelitian. 
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 Informan merupakan orang-orang yang dimanfaatkan dalam suatu 

penelitian untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. Informan dalam penelitian ini terkait pengelolaan dana desa di 

Kabupaten Luwu Utara ini terdiri atas tujuh orang yang masing-masing menjabat 

sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa yang ada di 

beberapa desa.  

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi yang relevan terkait dengan objek yang sedang diteliti. Teknik 

pengumpulan data yang dimaksud adalah wawancara dan dokumentasi.Maksud 

mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985) dalam 

Moleong (2013: 186), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan kepedulian, dan lain-lain kebulatan, 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, 

memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagaimana yang diharapkan sebagai yang 

diharpkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, 

dan memprluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun 

bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi, mengubah, dan memprluas 

konstruksi yang dikembangkan oleh peneltiti seagai pengecekan anggota.  

 Informan yang kompeten dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau sebagai 

partisipan.Tujuannya menggali informasi dan memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan 
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pengetahuan kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Peneliti 

menggunakan alat bantu perekam suara sebagai bahan cross check apabila pada 

saat analisa terdapat data yang tidak sempat dicatat oleh peneliti. 

Teknik dokumentasi merupakan cara yang biasa dilakukan untuk 

mendapatkan data sekunder dari berbagai sumber. Data ini nantinya akan 

memberikan informasi bagi proses penelitian yang bersumbfer dari dokumen yang  

berhubungan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu. Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau 

didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto dan arsip 

lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang dapat digunakan 

sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dan 

observasi. 

 

3.5. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari  hasil  observasi,  wawancara,  catatan  lapangan  dan  studi  

dokumentasi,  dengan  cara mengorganisasikan data ke sintetis, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain 

(Sugiyono, 2010: 244)  dalam (Lestari, 2017: 41).  

Proses dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan. Setelah dibaca, dipelajari, dan 

ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data dengan cara 

melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha merangkum yang inti, proses, 
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dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. 

Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian 

dikategorisasikan pada langkah berikutnya  sambil melakukan koding. Tahap 

akhir dari analisis data ini adalah melakukan pengujian keabsahan data. Setelah 

tahap ini selesai, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil 

sementara menjadi teori subtantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu 

(Moleong, 2013: 247). Teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam 

penelitian ini adalah Shari’ah enterprise theory(SET). 

Model akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam syari’ah enterprise 

theoryyang dipaparkan oleh Amerieska (2015: 397) diukur dengan menggunakan 

indikator dari beberapa dimensi. Pertama, hubungan manusia antara yang satu 

dan yang lainnya merupakan suatu rajutan ukhuwah,yang saling 

berketergantungan. Bila dikaitkan dengan akuntabilitas ekonomi, manifestasi 

rajutan ukhuwah itu dapat diukur dengan indikatorkinerja pengelolaan anggaran 

berbasis prinsip value for money serta adanyakepuasan Stakeholder  akan program 

dan kegiatan pemeberdayaan masyarakat desa. 

Kedua, akuntabilitas sosial merupakan hal yang penting untuk 

dilaksanakan oleh desa, karena dapat memberikan efek kepercayaan terhadap 

lingkungan sosialnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial desa terhadap 

lingkungan sosialnya meliputi bidang pendidikan, pengembangan usaha lokal dan 

pembangunan infrastruktur desa yang berbsais prinsip humanise dan 

emansipatoris. Ketiga, Akuntabilitas ekologi desa, dapat melalui program-

program yang dijalankan untuk menjaga kelestarian alam berupa program 
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pengadaan rumah sehat dan reklamasi lahan. Bila dihubungkan dengan prinsip-

prinsipsyari’ah enterprise theory, humanisme terhadap alam yang dilakukan desa 

masih dalam tahap proses. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya program 

pengadaan rumah sehat, walaupun secara tidak langsung, bentuk ini merupakan 

salah satu upaya menjaga kelestarian alam. 

Keempat, akuntabilitas spiritual meliputi pertanggungjawaban seseorang 

mengenai segala sesuatu yang dijalankannya, hanya diketahui dan dipahami oleh 

yang bersangkutan, karena semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada 

hubungan individu orang bersangkutan dengan Tuhan.Akuntabilitas spiritual 

didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan 

pelebur alam semesta beserta isinya.Dari segi fisik, akuntabilitas dapat dilihat 

dengan adanya program-program yang digulirkan desa yang bertujuan 

membentuk masyarakat dan aparatur desa yang memiliki jiwa spiritual yang baik. 

Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa memberikan kebijakan yang 

memiliki kontribusi besar bagi direct stakeholders (masyarakat) secara adil dan 

merata. Selain itu pengelolaan dana desa  tidak hanya diukur dalam aspek materi 

semata, melainkan juga dari aspek mental dan spiritual. Hal ini dapat tercermin 

melalui aktifitas pengelolaan dana desa yang memberikan penghargaan kepada 

masyarakat, seperti pembukaan lapangan kerja baru dengan memanfaatkan 

sumber daya desa baik manusia maupun alam. sedangkan dalam aspek spiritual 

berupa pendekatan humanis kepada masyarakat desa dalam konteks kehidupan 

sosial beragama, seperti pengajian yang dilakukan secara rutin menggunakan 

anggaran yang bersumber dari dana desa. 
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3.6. Uji Keabsahan Data  

Data yang salah akan mengakibatkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian 

pula sebaliknya, data yang valid akan menghasilkan penarikan kesimpulan hasil 

penelitian yang tepat. Oleh karena itu, uji validitas data marupakan sesuatu yang 

mutlak adanya untuk dilakukan oleh seorang peneliti untuk memeroleh keabsahan 

atas temuannya.Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data untuk memperoleh 

validitas terhadap temuan ini menggunakan prosedur triangulasi yang dilakukan 

dengan tiga metode, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teori dan triangulasi 

metode. 

 Triangulasi sumber data adalah pengujian kembali derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui berbagai metode dan sumber perolehan 

data yang berbeda. 

Menurut Moleong (2013: 331) teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) 

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu, 4) 

Membandingkan keadaan dan perspektiktif sesorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintah, dan 5)Membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

Masing-masing cara yang dilakukan akan menghasilkan informasi yang 

berbeda yang selanjutnya akan menghasilkan data yang berbeda pula mengenai 

fenomena yang diteliti. Dengan adanya data yang diperoleh dari berbagai 

pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh 

kebenaran handal. Triangulasi teori adalah memanfaatkan sudut pandang dua teori 

atau lebih yang diposisikan secara berdampingan untuk memperkuat hasil temuan 

peneliti. Hasil akhir dari penelitian kualaitatif berupa sebuah informasi yang 
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selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan untuk menghindari bias atas kesimpulan yang dihasilkan. 

Triangulasi metode adalah usaha pengujian keabsahan data atau hasil temuan 

yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data 

untuk memperoleh data yang sama. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Temuan Hasil Penelitian 

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengeloaan dana desa merupakan salah satu 

upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance).Haryanto et al. (2007) menyatakan bahwa prinsip good governance 

merupakan wujud adanya pertisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam 

pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Pernayataan ini sejalan dengan  

Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa keuangan desa 

dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran. Siklus pengeoloaan keuangan desa dimulai 

dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. 

 Pengelolaan dana desa saat ini sesuai dengan hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh penulis di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat perilaku 

kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pelaksana kegiatan dalam 

pengelolaan dana desa. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan adalah 

manipulasi harga. Harga yang dilaporkan dalam laporang pertanggungjawaban 

realisasi APBDes lebih besar daripada harga yang sebenarnya sehingga selisih 

harga diklaim sebagai keuntungan oleh pelaksana kegitan.  

Pengelolaan dana desa didasari oleh undang-undang yang dibuat oleh 

pemerintah tidak menutup kemungkinan dapat disinergikan dengan hukum islam.  
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Dalam hal ini aparat desa yang bertugas mengelola dana desa bertindak sesuai 

dengan undang-undang yang dalam aktivitasnya menginternalisasikan nilai islam 

dalam pengambilan keputusannya. Syari’ah enterprise theory mengandung nilai 

keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban yang 

diinternalisasi dari nilai-nilai keislmanan.Teori inijika digunakan sebagai alat 

untuk menganalisis bentuk akuntabilias terdapat beberapa aspek yang harus 

diperhatikan sebagai indikatornya, yaitu spiritual, ekologi, ekonomi, dan sosial. 

 

4.2. Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa 

Penggunaan sistem komputerisasi pengelolaan keuangan desa jauh lebih efisien 

dari segi penggunaan waktu dan tenaga. Selebihnya dilakukan secara manual 

seperti pengumpulan dokumentasi kegiatan dan bukti transaksi pembelian. Tetapi 

apakah dengan sistem komputerisasi tersebut dapat menjamin pelaporan keuangan 

desa dapat terbebas dari praktik kecurangan?, tentu saja tidak. Dapat dilihat dari 

pernyataan informan berikut ini: 

“… kita bisa mengambil keuntungan, keuntungan dari mana? Dari toko 

kan ada negosiasi memang, seumpama di RAB harganya 10.000, 

kemudian di toko na kasih ki 9000 kan ada keuntungan disitu seribu … 

kalau kita belanja di bawah harga pasnya di RAB tidak ada masalah ….” 

(Informan B, 29 Agustus 2020). 

 

Dalam kutipan wawancara diatas terlihat bahwa masih terdapat tindakan 

kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan cara mengambil keuntungan atas 

selisih harga yang terdapat dalam RAB dan harga yang ada di toko. Seperti yang 

disampaikan oleh Informan E bahwa: 
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“… dari TPK saja bagaimana caranya dia mengaturkan kalau tidak 

kerjasama tidak bisa, Kepala Desa kasihan gigit jari … contoh mau ki beli 

semen di RAB 7.500 terpaksa dibeli saja 7000 itu mi ….” 

(Informan E, 30 Agustus 2020). 

 

Kecurangan pengeloaan dana desa tersebut merupakan kecurangan yang 

dilakukan secara berjamaah dengan melibatkan unsur pelaksana kegiatan, 

pemerintah desa dan pihak toko. Seharusnya terdapat sistem pengawasan atas 

penetapan harga bahan baku yang dibuat oleh pemerintah daerah yang 

memperhatikan kondisi sebenarnya di lapangan. Penggelembungan anggaran ini 

lambat laun akan menjadi suatu budaya di kalangan pemerintah desa yang dapat 

menghambat program yang telah dicanangkan oleh pemerintah desa dan bukan 

tidak mungkin hanya menjadi sebatas wacana tanpa realisasi. 

Selisih antara harga yang terdapat di RAB dan harga yang sepakati antara 

pemerintah desa dan pihak toko menjadi modus kecurangan untuk mendapatkan 

keuntungan pribadi. Kecurangan ini dapat dikatakan sudah dapat dikatakan 

sebagai tindakan korupsi yang akibatnya bukan hanya merugikan negara tetapi 

juga masyarakat desa secara langsung. Praktik kecurangan ini sulit untuk 

terdeteksi karena harga yang di laporkan dalam laporan pertanggungjawaban 

APBDes sesuai dengan harga yang terdapat dalam RAB seperti yang dikatakan 

oleh Informan E berikut ini: 

“… tetap itu apa yang di RAB apa yang dilaporkan … tapi namanya 

perencanaan pelaporan apa yang direncanakan apa yang di RAB kan itu 

yang dilaporkan jadi klop ….” (Informan E, 30 Agustus 2020). 

 

Realisasi anggaran yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban 

realisasi APBDes tetap sesuai dengan RAB. Penulis dapat menyimpulkan bahwa 

bukti transaksi yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi 
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APBDes merupakan bukti transaksi yang telah direkayasa. Celakanya bila harga 

yang terdapat dalam RAB berbeda jauh diatas harga sebenarnya yang ada di toko 

maka jumlah kerugian negara akan semakin besar. Seharusnya standar harga 

bahan baku lebih diperketat lagi oleh pemerintah daerah sehingga ruang untuk 

melakukan penggelembungan anggaran menjadi lebih sempit. 

Langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini 

menurut penulis adalah dengan dilakukannya audit secara berkala atas 

pengelolaan dana desa oleh inspektorat. Namun, masalah lain timbul ketika audit 

yang dilakukan oleh inspektorat belum mampu mengungkapkan praktik 

kecurangan tersebut seperti yang sampaikan oleh informan berikut ini: 

“… di inspektorat yang dia periksa itu yang pertama cuma selisih, dia itu 

tidak pernah periksa berapa keuntungan yang kau dapatkan karena kan na 

tau mi itu orang pusat di desa dari situ ji bisa ada keuntungannya tapi kalau 

pemeriksaan tidak pernah  dia tanyakan itu yang jelasnya dia tanyakan itu 

selisih dengan kurang volume itu saja temuannya mereka, berapa 

kurangnya volume mu kembalikan sekian … kalau kau belanjakan 

9.000.000 kau tarik 10.000.000 kan masih ada selisih 1.000.000 mana itu 

1.000.000 dilihat tidak ada notanya kasih kembali ….” (Informan B, 29 

Agustus 2020). 

 

Menurut informan bahwa pihak inspektorat ketika melakukan audit tidak 

pernah mempertanyakan perihal harga yang dilampirkan dalam laporan 

pertanggungjawaban realisasi APBDes. Pemeriksaan yang dilakukan berfokus 

pada kesesuaian volume antara yang terdapat dalam perencanaan dan yang 

terealisasi. Selain itu yang menjadi fokus pemeriksaan menurut informan adalah 

pada kesesuaian antara jumlah belanja dan anggaran yang dicairkan dari rekening 

kas desa.  
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Contoh praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang dipaparkan 

oleh penulis diatas merupakan sebuah praktik kecurangan yang tersistematis. 

Diperlukan upaya serius untuk membentuk sebuah sistem pencegahan perilaku 

kecurangan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Tugas pencegahan tersebut 

tidak bisa hanya dibebankan kepada inspektorat saja sebagai pihak yang memiliki 

otoritas pemeriksaan keuangan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 

informan mengungkapkan bahwa terdapat faktor lain yang menyebabkan 

pemerintah desa melakukan praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa. 

Contohnya sebagai berikut: 

“… kalau dana tak terduga itu dalam setahun banyak sekali … makanya 

serba salah ki kita di tingkat desa … seperti musabaqah apa itu kan paling 

kurang 500  atau 1.000.000 itu tidak ada pertanggungjawabannya ….” 

(Informan C, 28 Agustus 2020). 

 

Terdapat pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa 

berupa biaya tak terduga yang tidak dipertanggungjawabkan dalam laporan 

pertanggungjawaban realisasi APBDes. Informan lain juga memberikan 

pernyataan yang sama bahwa: 

“…paling ekstrim dulu itu … desa berutang sampai 40.000.000 na itu 

tidak ada di APBDes, itu tiga tahun baru bisa lunas itu kita cicil dari 

keuntungan dari kegiatan fisik … kita juga di dalam dicekik ki sebenarnya 

… tidak boleh dilaporkan di APBDes begitu bilang ada uang begini, tidak 

boleh! cuma kita pandai saja di dalam … Pengeluarnya saja desa biaya tak 

terduga seandainya ada di anu (APBDes) biasa sampai 50.000.000 itu, 

sampai 100.000.000 biasa karena kan banyak kegiatannya yang tidak ada 

di RAB di suruh ki bayar i ….” (Informan B, 29 Agustus 2020). 

 

Informan mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah desa sering kali 

dipaksa untuk melakukan pengeluaran biaya tak terduga untuk membiayai kegitan 

yang tidak diprogramkan oleh pemerintah desa. Hal ini berlawanan dengan 



40 
 

 
 

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penggunaan 

dana desa harus mengacu pada rencana kerja pemerintah desa. Pada akhirnya desa 

melakukan praktik kecurangan untuk menutupi pengeluaran tersebut.   

Faktor yang lain yang mendorong pemerintah desa dalam hal ini Kepala 

Desa untuk melakukan kecurangan karena adanya rasa ketidakpuasan seperti yang 

disampaikan oleh informan berikut ini: 

“… kalau orang bilang makan uang dana desa pak desa wajar, siapa orang 

kerja tidak makan? Kenapa saya bilang itu … pengawasnya saja 

ditentukan honornya bahwa sekian per hari, kok Kepala Desa tidak ada, 

padahal ada masalah dia semua yang penanggungjawab … karena tidak 

ada memang tersirat begitu saya bekerja, cuma aturan ji yang tidak tahu 

kelirunya di mana tidak bisa meng cover apakah itu tadi gaji saya itu 

cukup … kan ada mi gajinya, tapi cukupkah 2.500.000 kalau tidak seperti 

itu tadi ….” (Informan E, 30 Agustus 2020). 

 

Menurut informan bahwa Kepala Desa merupakan penanggungjawab 

segala kegiatan yang ada di desa. Seharusnya Kepala Desa juga mendapatkan 

honor dalam setiap kegiatan yang ada di desa seperti pengawas kegiatan. Selain 

itu, menurut informan gaji sebesar Rp. 2.500.000 belumlah cukup sehingga harus 

memiliki sumber penghasilan tambahan. 

Pernyataan informan tersebut patut menjadi catatan tersendiri bagi para 

pembuat kebijakan untuk memperhatikan kesejahteraan aparat desa. Menurut 

Saefudin (1997) salah satu penyebab sulitnya korupsi di Indonesia diberantas 

adalah adanya ketidakrelaan menerima gaji yang relatif terbatas dibandingkan 

dengan tingkat kebutuhan yang layak. Selain dengan memperhatikan tingkat 

kesejahteraan aparat desa, aspek lain yang patut untuk diperketat adalah 

transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang dilakukan 

dengan transparan akan memudahkan banyak pihak untuk melakukan pengawasan 
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termasuk masyarakat. Transparansi pengelolaan dana desa memberikan 

kesempatan bagi masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk 

mengajukan usul serta memberikan tanggapan dan kritik. Menurut Permendagri 

No. 113 Tahun 2014 bahwa salah satu asas yang harus dipatuhi dalam 

pengelolaan keuangan desa adalah transparansi. Namun beberapa informan 

memberikan pernyataan lain seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“…itu di laporan keuangan yang jelas itu mi saya bilang nda  sembaran 

juga orang yang bisa anu i (mengakses) karena di situ kan e 

tanggungjawabnya Kepala Desa terkecuali kan ada tugas ada dari 

kepolisian to itupun nda sembarang polisi bisa lihat i tanpa surat tugas 

badan pemeriksaan to, kalau mau sekedar anu tidak boleh siapapun yang 

datang minta tidak boleh … LPJ itu kan Kepala Desa yang anu di situ 

karena itu kan pertanggungjawabannya bahwa ini uang yang saya kelola 

selama ini … ini mi yang kayak papan transparansi yang dibikin ada di situ 

ada papan realisasi ada APBDes, jadi realisasi itu di akhir tahun itu 

dipublikasikan, jadi tidak ada lagi alasannya masyarakat bahwa uang itu 

lari kemana, itu kan sudah tertera di situ … karena di situ kan apa juga 

kepentingannya masyarakat di situ di LPJ na sudah tertera itu di realisasi 

karena kalau LPJ yang dia mau buka sama ji juga tidak bakalan na tau 

bilang bagaimana begini … cukup itu kalau ada misalkan yang tidak puas 

bagaimana ini di realisasi bisa bertanya, nanti kita sampaikan bahwa itu 

anggaran itu ini ji yang terpakai … karena itu yang namanya dokumen itu 

kan rahasianya Kepala Desa di situ, bukan bilang ada rahasia untuk mau 

berbuat salah, dia itu uang yang na kelola ….” (Informan D, 22 Oktober 

2020). 

 

Pernyataan informan tersebut tentu berlawanan dengan amanah Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa laporan 

realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

diinformasikan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses. Alih-alih 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut secara utuh kepada 

masyarakat, informan justru berpendapat bahwa laporan pertanggungjawaban 
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tersebut adalah dokumen yang ekslusif dan tidak dapat diakses oleh sembarang 

pihak. 

Menariknya, informan berpendapat bahwa masyarakat tidak memiliki  

kepentingan untuk mengakses laporan tersebut dengan pertimbangan bahwa 

realisasi APBDes telah disampaikan melalui papan transparansi. Padahal melalui 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, papan transparansi tersebut 

hanya menunjukkan realisasi APBDes secara umum tanpa rincian satuan harga 

setiap barang. Selain itu, informan merasa bahwa masyarakat tidak berkompeten 

untuk menilai laporan pertanggungjawaban tersebut.informan berdalih bahwa 

uang adalah barang yang sensitif untuk dipublikasikan sehingga dokumen tersebut 

dirahasiakan tidak dimaksudkan untuk menutupi kecurangan. Ketika informan 

mengatakan bahwa uang adalah barang yang sensitif justru dengan dipublikasikan 

maka sudah sepatutnya laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 

dipublikasikan untuk menghindari praktik kecurang dan bukan dengan cara 

dirahasiakan. 

Pandangan berbeda dari informan lainnya yang membuka akses bagi 

masyarakat untuk melihat laporang pertanggungjawaban APBDes yang secara 

langsung dirasakan oleh penulis seperti dikatakan dalam kutipan wawancara 

berikut:  

“… lengkap semua keuangannya disitu, kalau mau ko bawa i bawa mi dulu 

….” (Informan A, 29 Agustus 2020). 

 

Informan dengan senang hati menawarkan kepada penulis untuk membawa 

pulang laporan pertanggungjawaban tersebut untuk dianalisis.Kutipan di atas 

menunjukkan bahwa pernyataan informan sebelumnya yang menganggap 
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laporang pertanggungjawaban realisasi APBDes sebagai dokumen rahasia tidak 

memiliki landasan hukum yang jelas. Patut diduga bahwa terdapat sesuatu yang 

hendak ditutupi oleh informan sebelumnya yang menganggap dokumen tersebut 

sifatnya rahasia. 

 

4.3. Prinsip Amanah Sebagai Konsep Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  

Pemerintah desa dalam mengelola dana desa diharapkan dapat memberikan 

dampak secara ekonomi yang mensejahterahkan masyarakat desanya baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Harapan tersebut dapat direalisasikan ketika 

dana desa tersebut dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa. Berdasarkan 

analisis hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap informan 

ditemukan fakta bahwa dalam pengelolaan dana desa saat ini masih terdapat 

praktik kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. 

 Bentuk kecurangan yang ditemukan oleh peneliti salah satunya adalah  

praktik penggelembungan anggaran. Harga yang dilaporkan dalam laporang 

pertanggungjawaban realisasi APBDes lebih besar daripada harga yang 

sebenarnya sehingga selisih harga diklaim sebagai keuntungan oleh pelaksana 

kegitan. Dalam perspektif syari’ah enterprise theory praktik kecurangan tersebut 

telah melanggar nilai kebenaran dan kejujuran sesuai dengan firman Allah Swt. 

dalam al-qur’an: 

 وَلََ تلَْبِسُوا الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ وَتكَْتمُُوا الْحَقَّ وَأنَْتمُْ تعَْلَمُونَ 

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang 

bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu 

mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah:42) 
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Nilai kebenaran jika dikaitkan dengan aktivitas muamalah artinya 

pencatatan yang sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Seharusnya harga yang 

dilaporkan dalam laporang pertanggungjawaban realisasi APBDes menampilkan 

realitas yang sebenarnya bukan sekedar disandarkan pada bukti formal semata. 

Agar laporang pertanggungjawaban realisasi APBDes tersebut dapat dipercaya, 

maka laporan tersebut harus diuji tingkat kebenarannya oleh akuntan publik 

sebagai pihak yang independen sebagaimana perintah Allah Swt. dalam al-qur’an: 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَيََّنوُا أنَْ تصُِيبوُا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ فتَصُْبحُِوا عَلَى   مَا فَعلَْتمُْ 

 ناَدِمِينَ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 

fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. 

(Q.S. Al-Hujurat:6) 

 

  Tidak kalah penting dari nilai kebenaran, nilai kejujuran juga wajib untuk 

ditanamkan dalam pengelolaan dana desa sebagai bukti adanya komitmen dari 

pemerintah desa akan pentingnya pekataan yang benar sehingga dapat dijadikan 

sebagai pegangan oleh masyarakat.  

Pelanggaran lain yang menjadi temuan peneliti adalah pelanggaran 

terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 

yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi. 

Peneliti menemukan fakta bahwa terdapat desa yang tidak transparan dalam 

melakukan pengelolaan desa. Informan menolak untuk memberikan akses 

terhadap peneliti untuk melakukan pengamatan terhadap laporang 

pertanggungjawaban realisasi APBDes-nya. Bahkan informan menutup akses 

masyarakat untuk melihat laporang pertanggungjawaban realisasi APBDes 
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tersebut. Dalam perspektif syari’ah enterprise theory, hal ini bertentangan dengan 

nilai keadilan yang menghendaki adanya kesamaan dan keselarasan dalam 

menjalankan hak dan kewajiban dan pemerataan kesempatan yang sama dalam hal 

informasi. Pemerintah desa wajib memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 

mengakses laporang pertanggungjawaban realisasi APBDes tersebut. Tujuan 

utama mengapa masyarakat wajib diberi kesempatan untuk mengakses laporang 

pertanggungjawaban realisasi APBDes tersebut adalah sebagai bentuk 

pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. 
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 BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa secara normatif dan administratif 

menggunakan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014  

dapat dikatakan akuntabel. Namun, praktik akuntabilitas yang dijalankan sesuai 

dengan aturan yang ada bukan menjadi jaminan bahwa pengelolaan dana desa 

terbebas  dari praktik kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh penulisi 

menunjukkan bahwa masih terdapat praktik kecurangan yang terjadi dalam 

pengelolaan dana desa.  

Salah satu modus kecurangan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk 

mendapatkan keuntungan adalah dengan cara penggelembungan harga. Harga 

yang dilaporkan dalam laporang pertanggungjawaban realisasi APBDes lebih 

besar daripada harga yang sebenarnya sehingga selisih harga diklaim sebagai 

keuntungan oleh pelaksana kegitan. Selain itu, adanya temuan peneliti bahwa 

masih terdapat desa yang tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 

mengakses laporang pertanggungjawaban realisasi APBDes turut mencederai asas 

transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan amanah Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 113 tahun 2014. Berbagai alasan yang melatarbelakangi 

perilaku kecurangan tersebut yang disampaikan oleh informan yang menurut 

penulis belum cukup untuk membenarkan tindakan mereka. Dapat disimpulkan 
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bahwa praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Luwu Utara 

belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan prinsip amanah. 

Maka dari itu, penting untuk menggunkan pendekatan lain dalam 

mengukur penerapan prinsip akuntabilitas bukan hanya dalam lingkup pemerintah 

desa tetapi juga terhadap tingkatan pemerintah lainnya. Hal ini penting untuk 

dilakukan dalam rangka mebuktikan bahwa realitas yang ada saat ini tentang 

pengelolaan dana desa merupakan sebuah realitas semu. Penerapan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa dalam pendekatan syaria’ah enterprise theory yang 

mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah dan 

pertanggungjawaban merupakan salah satu jalan alternatif untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. 

 

5.2  Saran 

Akuntabilitas konvensional selama ini masih penuh dengan kelemahan, maka dari 

itu diperlukan pendekatan lain dalam mengukur tingkat penerapan akuntabilitas. 

Syari’ah enterprise theory sebagai alat analisis untuk membuktikan bahwa praktik 

koruptif masih tumbuh subur di negeri ini yang selama ini sistem konvensional 

hanya berfokus pada hasil akhir yaitu laporan pertanggungjawaban tanpa mampu 

mendeteksi kecurangan.Lebih dalam lagi khususnya dalam lingkup pemerintah 

desa dalam mengelola dana desa yang jumlahnya cukup besar. Auditor hanya 

memeriksa kesesuaian laporan keuangan tanpa memperhatikan bagaimana 

pencatatan itu dibuat penuh dengan praktik kecurangan yang tidak memperdulikan 

halal dan haram.Perlu adanya perbaikan regulasi untuk mengatasi masalah 

tersebut. 
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